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• Trainer Pengembangan SDM PERBANKAN, 

BPR, LKM & KOPERASI

• Direktur SMARTSIA Consulting

• MD Humanity Training & Consulting

• Konsultan Astra Honda Motor

• Konsultan Bank Danamon 

• Konsultan SMT Indosat

• Konsultan Sari Husada

• Konsultan Sumber Agung Group

• Konsultan BKD Provinsi Jawa Tengah

• Financial Consultant @Prudential Life 

Assurrance

• Staf Ahli Yayasan Danamon Peduli

• Staf Ahli TTI Provinsi Jawa Tengah
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Era DIGITAL 



NEW ERA ...
YESTERDAY

TODAY

The BIG Fish Eats SMALL Fish

The FAST Fish Eats SLOW Fish







Dari Revolusi Digital Menuju

Masyarakat Informasi

Implikasi dari revolusi digital adalah

konvergensi multi media, yaitu integrasi

dari informasi audio-visual dan teks

digital menjadi jaringan data yang 

serbaguna.

Information Society Atau Masyarakat Informasi

Satu masyarakat dimana produksi, proses dan distribusi 

informasi menjadi aktivitas utama ekonomi dan sosial

Sejumlah besar waktu dihabiskan dengan media komunikasi 

dan menggunakan teknologi informasi seperti telepon dan 

komputer



Tuntutan Masyarakat Semakin ...

Masyarakat 

Penduduk yang tinggal 

dan beraktivitas di 

daerah

Trader

Melakukan kegiatan 

transaksi dagang 

(jual-beli)

Wisatawan

Melakukan berbagai aktivitas 

wisata

Investor

Melakukan kegiatan 

investasi 

Stakeholder Lainnya

Peneliti, Jurnalis, Lembaga 

Swadaya Masyarakat dan lain 

sebagainya

PUBLIC = ONLINE
Government In Real Time

24/7/365 (The Net & The Next )
Pelayanan & Komunikasi langsung kepada publik



PUBLIK SEMAKIN 

KRITIS
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Tentang Keterbukaan

Informasi Publik:

Hak memperoleh informasi

merupakan hak asasi manusia

dan keterbukaan informasi

publik merupakan salah satu

ciri negara demokratis.

Keterbukaan informasi publik

merupakan sarana

optimalisasi pengawasan

publik terhadap

penyelenggaraan negara

dan badan publik lainnya



Humas adalah seni menciptakan pengertian
publik yang lebih baik sehingga dapat

memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu

individu atau organisasi

• Komunikasi dan Informasi menjadi salah satu
elemen penting dalam mengelola
pembangunan suatu daerah.

• Philip Kotler: Kinerja yang baik merupakan hal
yang penting, namun tak kalah pentingnya
adalah mengkomunikasikannya ke publik. 

• If they haven’t heard it, then you haven’t said 
it. It may mean your communications is 
ineffective.

• Rencana kerja, kinerja, dan capaian dalam
pengelolaan masalah suatu daerah tak akan
berarti jika tidak diketahui publik



e government

Klaster 
Internal

Klaster 
Eksternal

Good 
Governance

Penerapan e government yang menghubungkan secara digital dan 
komputerisasi (berbasis web / jaringan) tata kelola pemerintahan 

Kabupaten Pemalang baik secara vertikal (dari tingkat Desa 
sampai Kabupaten) dan horisontal (antar Organisasi Perangkat 

Daerah – OPD / SKPD dan Institusi / Instansi lainnya).

Penerapan e government yang 
menghubungkan secara digital dan 

komputerisasi (berbasis web / jaringan) 
antara Pemerintah Daerah Kabupaten 

Pemalang dengan pihak-pihak lain 
seperti masyarakat, investor, trader, 
wisatawan dan stakeholder lainnya

• Meningkatnya kualitas layanan dari 

pemerintah kepada para stakeholder

• transparansi kontrol dan akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan
• Efisiensi dan efektivitas layanan Publik



e government
Masyarakat 

• open government yang memanfaatkan berbagai media 

yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan 

pengaduan dan informasi

• Pelayanan secara digital dan komputerisasi (berbasis web 

dan android) dari kelahiran sampai dengan kematian 

penduduk Kabupaten pemalang

Investor 

• Informasi potensi investasi berbasis web dan android

• Pelayanan secara digital dan komputerisasi (berbasis web 

dan android) perijinan investasi di Kabupaten Pemalang

Trader 

• Informasi potensi daerah berbasis web dan android

• Pelayanan secara digital dan komputerisasi (berbasis web 

dan android) sistem trading

Wisatawan

• Informasi Daya Tarik Wisata & Amenitas Wisata (Hotel, 

Restoran dll) berbasis web dan android

• Pelayanan secara digital dan komputerisasi (berbasis web 

dan android) sistem pariwisata (pemesanan tiket, hotel dll)

Pemakaian atau penggunaan Teknologi 

Informasi & Komunikasi (TIK) yang 

meningkatkan HUBUNGAN DAN 

LAYANAN intra pemerintah dan antara 

pemerintah dengan pihak-pihak lain 

seperti masyarakat, investor, trader, 

wisatawan dan stakeholder lainnya.

Stakeholder Lainnya

• Informasi terkait dengan berbagai informasi yang 

dibutuhkan masyarakat secara umum 

• Pewarta, Peneliti, Komunitas, dll



CHANEL PENGADUAN

LaporGub 0811 2920 200
HaloBupati 0815 696 0020

@ganjarpranowo
@pakjunaedi
@humaspemalang
@radiowiduri

humapemalang
radio swara widuri

pakjunaedi
humaspemalang

Chanel Lain (akan diintegrsikan)

Lapor! (Layanan Aspirasi & 
Pengaduan Online Rakyat) telah 
ditetapkan sebagai Sistem 
Pengelolaan Pengaduan 
Pelayanan Publik & Aspirasi 
Nasional (SP4N)

Masyaraka
t

PPID

PIC

Admin
SMS 

HaloBupati

Bupati, Sekda 
& Ka SKPD

SMS 
HaloBupati

0815 696 0020

SMS LaporGub
0811 29 20 2000

Masyarakat 

• open government yang memanfaatkan berbagai 

media yang dapat digunakan masyarakat untuk 

menyampaikan pengaduan dan informasi

• Pelayanan secara digital dan komputerisasi 

(berbasis web dan android) dari kelahiran sampai 

dengan kematian penduduk Kabupaten pemalang



Lantai 1 terdiri dari lobi-

resepsionis, area tunggu, 

counter pelayanan, ATM, 

layanan difabel, layanan 

ekspres, self service counter,

dan loket pengambilan.

Lantai 2 terdiri dari counter

pelayanan, ruang prioritas, 

ruang konsultasi, self 

service counter, ruang 

menyusui, area bermain 

anak, dan Pojok Testimoni. 

Lantai 3 terdiri dari ruang 

pelayanan unit-unit 

pelayanan dari 

kementerian, lembaga 

negara, BUMN, dan BUMD.

Mall Pelayanan Publik DKI Jakarta



Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas mengatakan, pada tahap awal, ada 88 jenis 
layanan dalam satu tempat ini. Mulai administrasi kependudukan seperti akte kelahiran 

dan kematian, kartu identitas anak, KTP; beragam jenis izin, BPJS Kesehatan, BPJS 
Ketenagakerjaan, PDAM, pelayanan izin terkait kendaraan di SAMSAT, hingga pembayaran 

retribusi daerah.

http://www.tribunnews.com/tag/banyuwangi
http://www.tribunnews.com/tag/abdullah-azwar-anas

